[image: ]RANCANGAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan ari minum agar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekaligus memberikan landasan yang kokoh dalam pengelolaan air minum, pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;


	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 580);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 4); 



	
	
	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG





	
	
	MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG.

	
	
	
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 angka 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Angka yakni Angka 30 A dan Angka 30 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
30.A. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda
         Air Minum Tirta Medal yang meliputi biaya langsung
         dan biaya tidak langsung.
30.B. Pendapatan  Operasi   adalah   seluruh  pendapatan
         usaha Perumda Air Minum Tirta Medal.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penyertaan Modal Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal Dasar daerah Perumda Air Minum Tirta Medal yang ditetapkan sebesar Rp195.019.560.285,12 (seratus sembilan puluh lima milyar sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah dua belas sen);
(2) Penyertaan Modal Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Modal Disetor sampai dengan Tahun 2025 sebesar 
Rp77.029.899.034,00 ( tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah); dan;
b. Kekurangan modal dasar yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Medal; dan
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Medal.


(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya
(3) Dewan Pengawas wajib:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.
(4) Pengawasan Dewan Pengawas dilakukan terhadap:
a. rencana bisnis;
b. rencana kerja dan anggaran;
c. kegiatan operasional;
d. laporan dan pertanggungjawaban;
e. tata kelola perusahaan yang baik;
f. kinerja;
g. penyelesaian hukum.
(5) Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e minimal terkait tugas dalam:
a. manajemen risiko;
b. sistem pengendalian internal;
c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
d. sistem teknologi informasi;
e. pengelolaan kepegawaian;
f. pengadaan barang dan jasa;
g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
h. penilaian kinerja Direksi;
i. remunerasi Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi;
j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
k. pemilihan calon anggota Direksi dan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.
(6) Mengawasi dan memberi nasihat kepada anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
a. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi; dan
b. pembuatan Keputusan Direksi.
(7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
(8) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern, komite, dan auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
(9) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dewan Pengawas memiliki wewenang:
a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum;
b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum;
d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah; dan
e. mengusulkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33
(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
(2) Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34
(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. honorarium;
b. tunjungan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.



7. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35
(1) Direksi diangkat oleh KPM.
(2) Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan Perumda  Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang dengan ketentuan:
a. 1 (satu) orang Direksi untuk PERUMDAM kategori kecil (dengan jumlah pelanggan paling banyak 50.000 pelanggan) dengan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi sebesar 0,95; 
b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk PERUMDAM kategori sedang (dengan jumlah pelanggan 50.001 s.d. 100.000 pelanggan) yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi sebesar 0,9; dan 
c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk PERUMDAM kategori besar (dengan jumlah pelanggan lebih dari 100.000 pelanggan) yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi sebesar 0,85.
(3) Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:
a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
b. hasil penilaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir; dan
c. Rencana Bisnis.

8. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51
(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
(3) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Medal.
(4) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM atau sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perumda Air Minum. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
(6) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
(7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.
(8) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

Pasal 53B
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM
(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dapat dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan
(3) Dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10), KPM dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan
(4) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus memenuhi kriteria:
a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dapat dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
(7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (13), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.


	
	
	
10. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga pasal 55 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 55
(1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
(2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Medal.
(3) Pengangkatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
f. lulus seleksi.
(4) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. memiliki kompetensi khusus dibuktikan dengan sertifikasi di bidangnya;
c. memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
d. lulus seleksi.
(5) Penghasilan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. upah sebesar upah minimum kabupaten;
b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(6) Penghasilan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. upah paling sedikit upah minimum kabupaten dan paling tinggi sebesar upah kepala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Medal;
b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, serta penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direksi.

11. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yakni Pasal 54 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 A
(1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Medal adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Medal. 
(3) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.


12. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yakni Pasal 55 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 A
(1) Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Medal dengan peryaratan:  
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun; 
c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan; 
d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan 
e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka. 
(2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setingkat dengan jabatan kepala bidang.

13. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yakni Pasal 58 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58 A
(1) Direksi dapat mengangkat Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Medal dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Medal.
(2) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Medal diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada direktur/direktur utama.
(3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Medal memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memahami:
a. bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Medal;
b. pemerintahan daerah; dan
c. administrasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Medal diatur dalam Keputusan Direktur.

14. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga pasal 116 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 116

(1) Penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Medal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan/atau auditor internal pemerintah.
(2) Penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Medal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Tambahkan pasal mengenai kewajiban dan larangan sesuai pasal 104 permendagri 23 tahun 2024.



	
	
	Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.



	Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal …        



	BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR


	Diundangkan di Sumedang
pada tanggal …      



	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN … NOMOR …

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT : …/…/…
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG 

I. UMUM
Bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 Tentang tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum serta seiring dengan situasi dan kondisi yang mengalami perubahan perlu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan terhadap pelanggan dan percepatan peningkatan cakupan pelayanan, diantaranya pengaturan tentang Modal Disetor, Tugas Dewan Pengawas, Wewenang Dewan Pengawas, Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Direksi, Pejabat pelaksana Dewan Pengawas dan Direksi, Tenaga Ahli, Pegawai Perumda Air Minum Tirta Medal, Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Medal dan Penilaian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang dipandang perlu diadakan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 14
	Cukup jelas.
Pasal 25
	Cukup jelas.
	Pasal 26
Cukup jelas.
	Pasal 33
Cukup jelas.
	Pasal 34
Cukup jelas.
	Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 53 A
Cukup jelas.
Pasal 53 B
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 54 A
Cukup jelas.
Pasal 55 A
Cukup jelas.
	Pasal 58 A
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
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